BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/303 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

Menimbang

Mengingat

BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2020
BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020, perlu penetapan desa sasaran Program
PAMSIMAS Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,
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. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/ IV/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
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17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menetapkan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA . Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

~Ditetapkan di Painan
;Bada« al 29 Mei 2020

ISIR SELATAN,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/303 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 29 MEI 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASY ARAKAT TAHUN 2020

L . METODE . . "
NO KEGIATAN/PEKERJAAN PENGADAAN LOKASI] KEGIATAN
l{Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat| Swakelola |Nagari Barung-Baru ng Belantai Timur
(PAMSIMAS]) Koto Panjang Nagari Barung-Barung Balantai Timur Masyarakat |Kecamatan Koto Xl tarusan
2|Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat| Swakelola [Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan
(PAMSIMAS) Tanjung Kandis Nagari Taluk Tigo Sakato Masyarakat |Batang Kapas ‘
3[Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat| Swakelola |Nagari Lunang Satu, Kecamatan
(PAMSIMAS) Tegal Sari Nagari Lunang Satu Masyarakat |Lunang

TOTAL KEBUTUHAN DANA




